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· WWF Indonesia/FLEGT 

· Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) Simpul Jambi. 
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OUTLINE



PENGANTAR

KENAPA WORKSHOP PENTING DILAKUKAN

TUJUAN WORKSHOP

KELUARANWORKSHOP

INFORMASI TEKNIS TENTANG WORKSHOP


Pengantar
Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kehutanan dan mempromosikan bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang baik (good forest governance) melalui proses tata kepemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini dibuktikan melalui inisiatif Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) Asia pada bulan September 2001. Dilanjutkan dengan Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Action Plan tahun 2003, dimana Indonesia saat ini sedang melakukan negosiasi perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa untuk mencegah perdagangan kayu dan produk kayu dari sumber ilegal di Indonesia dalam pasar Uni Eropa, pada saat yang sama juga dipromosikan perdagangan kayu dan produk kayu dari sumber yang legal.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan sebagai salah satu inisiatif yang diambil untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal. SVLK telah dikembangkan sejak tahun 2003 melalui proses multi-pihak. Ini akan menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa, di mana disebut Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS: Timber Legality Assurance System). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian ini harus memiliki lisensi legalitas untuk masuk dalam pasar Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mengadopsi SVLK pada tahun 2010, pelaksanaannya dimulai pada bulan September 2010 termasuk didalamnya sebagai bagian dari Penilaiaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
SVLK yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 telah mengalami penyempurnaan melalui Permenhut P.68/Menhut-II/2011 dan Permenhut P.45/Menhut-II/2012. Namun demikian, meskipun SVLK telah dikembangkan melalui proses penyempurnaan dan proses-proses multi-pihak dan diterima oleh semua pemangku kepentingan terutama di tingkat pusat, namun efektivitas sosialiasi peraturan ini hingga ke level provinsi dan kabupaten masih menimbulkan pertanyaan. Padahal, pemahaman yang tidak memadai dan komitmen yang rendah dari pemerintah hingga ke level daerah beserta para-pihak lainnya atas SVLK ini akan menimbulkan risiko terhadap efektivitas pelaksanaan SVLK dan dapat merusak kredibilitas TLAS Indonesia. 
Terlepas dari hal tersebut diatas, memastikan bahwa sistem SVLK dapat berjalan dengan baik dan efektif di level daerah merupakan sebuah kebutuhan, karena sistem ini mencoba memastikan semua kayu yang beredar di pasar berasal dari sumber dan di produksi dengan cara- cara yang legal. Dengan kata lain, sistem ini menjadi salah satu alat bantu untuk mendorong terwujudnya kelestarian pengelolaan hutan di daerah, khususnya provinsi Jambi.  
Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan pemahaman para-pihak atas proses dan perkembangan SVLK hingga saat ini terutama pelaksanaanya di Provinsi Jambi.
Keluaran
Melalui kegiatan ini diharapkan dihasilkan penguatan pemahaman para-pihak terhadap SVLK beserta perkembangan/update terkininya baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi Jambi.
Metodologi
Waktu &Tempat
Workshop ini akan berlangsung pada 23 Mei 2013. Lokasi kegiatan bertempat di Hotel Golden Harvest Kota Jambi.
Peserta
Peserta yang diharapkan hadir dalam kegiatan ini berjumlah 45 orang mencakup para-pihak yang berasal dari:
1. Pemerintah (13 orang): 
· Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (1 orang);
· Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muara Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, MuaraTebo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh (masing-masing 1 orang)
· BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan HutanProduksi) Wilayah IV Jambi (1 orang)
2. NGO bidang Kehutanan (8 orang)
3. Masyarakat di sekitar konsesi (10 orang)
4. Perusahaan bidang kehutanan (6 orang)
5. Akademisi (3 orang)
6. Media (5 orang)

Materi
· Proses dan Perkembangan terkini Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam Kerangka Good Forestry Governance
· Penatausahaan kayu dan situasi kehutanan Nasional dan Provinsi Jambi
· Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Anatominya

Pemateri
· Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Cq: Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan Cq: BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) Wilayah IV Jambi
· Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Cq: Balai Pusat Informasi Kehutanan Jambi
· Multi-stakeholder Forestry Program (MFP)
· Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera Simpul Jambi
· Unit Manajemen (PT. Rimba Hutani Mas)

Penyelenggara
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program WWF Indonesia/FLEGT dan bekerjasama dengan Aliansi Pemantau Kehutanan Sumatera Simpul Jambi.



Workshop PenguatanPemahaman Para-Pihakterhadap
SistemVerifikasiLegalitasKayu (SVLK)
Jambi, 23 Mei 2013
	Waktu
	Materi
	Narasumber/Fasilitator

	Kamis, 23 Mei 2013

	08.00–08.30
	Registrasi peserta
	Panitia

	08.30 –09.00
	Pembukaan dan Pengantar Workshop
	Kepala Dinas Kehutanan Jambi/BP2HP IV Jambi

	09.00 – 10.00
	SVLK dalam kerangka Good Forestry Governance
	BUK Kemenhut/BP2HP IV Jambi
Fasilitator: Diki Kurniawan

	10.00 – 10.15
	Rehat
	

	10.15 – 12.15
	Penatausahaan Kayu dan Situasi Kehutanan di Provinsi Jambi
	Dinas Kehutanan Jambi/BPIK Jambi
Fasilitator: Diki Kurniawan

	12.15 – 13.15
	Ishoma
	

	13.15–14.15
	Proses dan Perkembangan Terkini SVLK kaitannya dengan FLEGT-VPA
	MFP
Fasilitator:  DikiKurniawan

	14.15-15.15
	Proses Penilaian dan Verifikasi,  Perspektif Unit Manajemen (Industri Kehutanan)
	PT. Rimba Hutani Mas
Fasilitator: Diki Kurniawan

	15.15-15.30
	Rehat
	Panitia

	15.30-16.30
	Pemantauan Independen dan SVLK di Provinsi Jambi
	APIKS Simpul Jambi
Fasilitator: Diki Kurniawan

	16.30-16.45
	Kesimpulan dan Rekomendasi
	Fasilitator: Diki Kurniawan

	16.45 – 17.00
	Penutupan
	Kepala Dinas Kehutanan Jambi/BP2HP IV Jambi





Pelaksana dan Penanggung Jawab

Workshop ini diselenggarakan oleh Program WWF Indonesia dengan              WWF-UK/FLEGT dan bekerjasama dengan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera Simpul Jambi. 


Kontak Person

Jaya Nofyandri
Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) Simpul Jambi
Mobile: 085368962528
E-mail: apiksjambi@gmail.com /  ylbhlink@gmail.com

Nursamsu, 
BMP Cordinator-WWF Indonesia
Email: nursamsu@wwf.or.id

Marlince Evalina Silitonga
Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) Simpul Jambi
Mobile: 0811370044989
E-mail:  apiksjambi@gmail.com /  ylbhlink@gmail.com
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